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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat ditarik

beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut :

i

Pajak bumi dan bangunan adalah merupakan pajak yang dikenakan
terhadap obyek pajak yaitu tanah dan bangunan, baik yang dipegang oleh
pemilik maupun orang lain yang terpenting mendapatkan hasil dari
sesuatu yang ditimbulkan oleh obyek pajak tersebut.

Mengingat pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke
sektor pemerintah, yang diharuskan oleh undang-undang dan dapat
dipaksakan dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung,
karena hasil penerimaan dari perpajakan langsung masuk ke kas negara
guna membiayai pembangunan. Dengan demikian, maka penerimaan
dari sektor perpajakan sangat vital, pelaksanaannya harus diambil dari
suatu kebijakan yang rasional mengingat pengambilan pajak dari
masyarakat menyangkut hajat hidup orang banyak.

Camat sebagai pimpinan di wilayahnya harus mampu mendorong
kelancaran berbagai kegiatan di tingkat kecamatan ke arah peningkatan
kesejahteraan rakyat, sehingga Camat dan perangkatnya mampu
berperan sebagai katalisator penyelenggaraan pemerintahan antara

pemerintah kabupaten dengan pemerintahan desa. Di samping itu dapat
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berfungsi sebagai koordinator untuk pemerintahan desa, pelaksana

program pembangunan lintas desa

B. Saran-saran

1.

Untuk mendapatkan data yang akurat tentang subyek dan obyek pajak
bumi dan bangunan perlu terus diadakan pendataan melalui aparat
terkait, agar dapat ditetapkan secara tepat jumlah subyek / obyek pajak
sehingga secara mudah dapat menetapkan SPPT/SKP.

Agar terciptanya tertib administrasi dan/atau dapat dicapainya efisiensi
dan efektivitas dalam pemungutan pajak, perlu ditingkatkan tentang
pendataan dan penyuluhan baik bagi pelaksana maupun para wajib pajak.
Meningkatkan peranan camat sebagai pimpinan di wilayahnya dalam
upaya peningkatan pencapaian target pajak bumi dan bangunan yang
telah ditetapkan dengan memberikan wewenang dan kontribusi yang

lebih besar kepada camat dan aparat di bawahnya.



